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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga
Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksariaam Pemberian Tunjangan
Hari Raya, Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia,Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomior115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun. . 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau
Tunjangan Ketiga: B'él'aléf'Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara "Nasion"él Indonesia,  Anggota Kepolisian Negara
Repubhk Lndonf:sm Pe:]abat Negarq dan Penerima Pensiun
Atau 'l'unjangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92, ’I“ambdhan Lembaran Negara Republik
IndoncmaNQmDr 6’348]

.Peraturan' Pemerintah Nombi‘ 1l: Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawm Ncgeri Sipil_ (Lembaran Negara Republik
Indonesia® Tahun 2017 < Nomer 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Peraturan Pefncfintalﬂ Nomor 36 Tahun 2019 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 6349);

. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mernteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah {Berila Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomeor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

_Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2018 Nomor 12 Tambah-em Lembaran Daerah
Kahtipaten Barito Selatan Nomor 12);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017
lentang Pe]akbanaan Hak - Keuangan dan Administratif
Pimpinan - dan Angbota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah
(Berita ‘Dagrah: _.Kabupatqn Earlto Selatan Tahun 2017
Nomar 1’7}.;":'._ Ry el

% 1y MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG' PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI
ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Sclatan.

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.,
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupat: Barito Selatan.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Pejabat Negura adalah Bupati dan Wakil Bupaldi.

Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Kabupaten Barito Selatan.

Pegawail Negeri Sipil yang seclanjulnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang mcmenuhi syarat fertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Selalan.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada
Pegawal vang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinvatakan dalam bentuk uang
sebagal imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut sualu perjanjlan kerja, kesepaka’fan atau peraturan
perundang undangan,

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen vang diterbitkan oleh pejabdt yang bertanggung jawab alas
pelaksanaan keg1atan/ bendahara p_engeluaraﬂ untuk mengajukan
permintaan pembayaran.: ¥ i

Surat Perintah Membayar-yaﬁg’éniahjﬁtﬁyﬁ disingkal SPM adalah dokumen
vang digunakan [ diterbitkan oleh Pcnggund Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerb1tan bPQD atas: bcban pengcludran DPA-SKPD.

. Jurat Perintah Penca:ran— Dan_a; y-:ang-:- sel_anjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen vang diguna_k’aj_l _s‘ebagai'_-_da_saf pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM." -

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 2

Tunjangan hari raya bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan
PNS diberikan sebesar penghasilan 1 {satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan hari raya.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. yang ditugaskan pada Instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten; dan

b. Calon PNS.

PNS sehagaimana dimaksud pada avat (1) tidak termasuk PNS vang sedang
menjalani cufi di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi
pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
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Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum
dibayarkan sebesar penghasilan vang scharusnya dilerima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan tunjangan hari raya.

Penghasilan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu :

a. bagi Pejabat Negara meliputi gaji pokek, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan;

b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi,
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan; dan

¢. bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau
turjangan umum.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ adalah
tunjangan jabatan struiiktural atau tunjangan jabatan fungsional.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan
iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Penghasilan sebaga_i_'mana- dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
ditanggung Pemerintah.

Pasal 3

Tunjangan hari raya dlbayarkan pahng cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal hariraya. .= % .

Dalam hal tunjangan'-hal;i' raya s-::b.ag""éiliména }d-irﬁ-;__lksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal
hari raya. i e SSE R
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PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
T Pasala

Gaji atau tunjangan ketiga belas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD dan PNS diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1) termasulk :

a.yang ditugaskan pada Instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten; dan

b. Calon PNS,

PNS sebagaimana dimaksud pada ayar (1} tidak termasuk PNS yang sedang
men_]a%anj cuti di luar tanggungan negara atau vang ditugaskan di luar instansi
pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang scharusnyva diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
keknrangan nenghasilan ketiga helas.
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(5) Penghasilan scbagails SR PRER N % tunjangan keluarga, dan

a. bagi Pejabat Negara meliputi  gajt pokok,

: iabalan; _ o | ;- -
b ;ilgiagigrigiffan dan Anggota DPRD meliputa gaj pokok/uang representasi

1 & unj jabatan; dan
anean keluarga dan tunjangan ja : ) ) { -
C EJaT;aPI%S meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan a

tunjangan umum.
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(6) Tunjangarn jabatan sebagaimana dxmgksud pada ayat [5]- nw{uf ¢ adala
tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional.

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (5) tidak dikgnakan potc;ngari
" juran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang

undangan.

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
ditanggung Pemerintah.,

Pasal 5

(1) Pemberian gaji atau tuhjaﬁg:r;in- ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat {1) dibayarkan pada bulan Juli. '

(2) Dalam hal pemberian gaji “atau tun’jangaﬁ ketiga belas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} belum dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan
pada bulan-bulan berikutnya. .= '
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TATA CARA PEMBAYARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS

Tata cara pembayaran, proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D
pemberian tunjangan hari raya, gaji atau tunjangan ketiga belas dilakukan oleh
SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pazsal 7

(1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara dan PNS yvang meninggal dunia
alau tewas diberikan tunjangan hari raya vaitu sebesar penghasilan 1 (satu)
bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari rava.

(2) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara dan PNS yang meninggal dunia
atau tewas diberikan gaji atau tuniangan ketiga belas sebesar penghasilan 1
[satu) bulan gaji terusan sebesar gaji pada bulan Juni



BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, gaji atau tunjungan Keliga belas
kepada Pcjabal Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Barito
Selatan.

" '}:jitéfé-pkéﬁ di Buntok
pada tanggal "o 2019
BUPATI BARITO SELATAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR
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